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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pandangan penulis, dari uraian di atas dapat disimpulkan :

1. Bentuk dan susunan laporan keuangan tahunan Pemerintah Kota Palopo telah
sesuai dengan kaidah penyusunan yang bermakna dan rasional yang telah
disepakati dalam laporan keuangan.

2. Pemerintah Kota Palopo dalam kemandiriannya Berdasrkan Rasio kemandirian
Keuangan Daerah (RKED) masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa
ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah
kota palopo masih sangat tinggi.

3. PAD Kota Palopo Berdasarkan Rasio Efektifitas PAD (REPAD) tergolong tidak
efektif, Sebab Realisasi PAD lebih"kecil daripada anggaran yang telah di
tetapkan di dalam pada APBD.

4. Pemerintah Kota Palopo pada Rasio Efisiensi Keuangan daerah (REKD) pada
tahun 2020,2021 dan 2023 tergolong Efisien kamna nilai rasionya di bawah
100%. Sedangkan pada tahun 2022 tergolong kurang efisien dimana tingkat

rasionya lebih dari 100%.
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5.2 Saran

lain

1.

Berdasarkan Hasil Kesimpulan diatas, maka saran yang penulis ajukan antara

Pemerintah Kota Palopo harus mampu me'ningkatkan dan memaksimalkan
pendapatan asli daerah, yang memiliki potensi yang besar meliputi:
pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif dan dunia
usaha.

Pemerintah Kota Palopo diharapkan bisa memaksimalkan potensi yang ada
agar penerimaan daerah akan meningkat dan dalam peningkatannya.
Pemerintah Kota Palopo juga di harapkan akan selalu melakukan pengawasan
dan pengendalian secara tepat dan berkesinambungan untuk mencegah
penyalahgunaan dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Kota Palopo tidak harus selalu bergantung pada bantuan
pemerintah pusat. Sehingga kedepannya dapat tumbuh menjadi kota yang
mandiri, mampu mengelola perekonomiannya dengan baik dan benar serta
meningkatkan kesejahteraan Masyal"gikat.

Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (BPKAD),dalam Melaksanakan
Perannya Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) perihal
Perencanaan Anggaran , penatausahaan dan Pelaporan Keuangan yang lebih
efektif dan Efesien, maka perlu kiranya ditingkatkan dengan mengikuti
berbagai pelatihan Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan akuntansi
keuangan daerah sehingga diharapkan melakukan tata kelola dan keuangan

yang lebih baik.
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